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ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP TINDAK
KEKERASAN PADA ANAK DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
KOTA PEKANBARU

LISA NOVIANA
NIM. 11870520253

Penelitian ini dilakukan di dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas
Pokok Dan fungsi program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
terhadap tindak kekerasan pada anak di Dinas Sosial dan Pemakaman kota
pekanbaru.Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas —dinas.
Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskripstif
dengan Analisis Kualitatif. sedangkan Teknik Pengumpulan data dilakukan
melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan penelitian
yang dilakukan, dapat diperoleh Hasil bahwa dalam Pelaksanaan tugas pokok
Dan fungsi program pelayanan dan rehabiilitasi kesejahteraan sosial terhadap
tindak kekerasan pada anak belum berjalan optimal dikarenakan masih terdapat
beberapa hambatan dalam proses penanganan kasus dilapangan seperti masih
kurangnya Sdm dan fasilitas dalam penanganan kasus dilapangan. Hal ini
dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas Pokok dan Fungsi, ,Program Pelayanan
dan Rehabilitasi, Terhadap tindak Kekerasan pada Anak
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan
kualitas hidup bangsa indonesia, pembangunan kesejahteraan sosial yang telah
dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan
masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sosial yang makin adil dan
merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah
manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran
program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran
taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan
kegiatan-kegiatan program.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan Pada
Umumnya sudah Memberi Kontribusi Peran Pemerintah dan masyarakat dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sosial yang Makin Adil dan Merata.
Kesejahteraan Sosial. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial
adalah mengenai manusia, karena perubahan-perubahan yang secara langsung
terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan
kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan.

Anak sebagai penerus bangsa dan negara perlu dilindungi jangan sampai
melakukan perbuatan menyimpang seperti melakukan tindak kekerasan karena
Anak yang dipidana karena menjadi korban kekerasaan bukan hanya akan

menggangu ketentraman hidup masyarakat melainkan juga membahayakan masa



depan anak itu sendiri sebagai orang tua ketika anak menjadi korban tindak
kekerasan jangan pernah mengajarkan anak untuk menjadi pendendam kepada
pelaku tapi ajarkan kepada anak bahwasanya setiap musibah yang terjadi pasti ada
hikmah yang baik.

Seperti permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di indonesia, Kota
pekanbaru juga mempunyai permasalahan untuk penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum terselesaikan meskipun sudah ada
ketentuan yang mengatur yaitu berdasarkan peraturan undang-undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang Nomor 17 tahun 2016
tentang perlindungan anak

Kejahatan merupakan masalah yang universal artinya, bahwa masalah
kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia
ada hingga akhir dunia ini. Dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang
pendidikan yang berbeda. Baik orang dewasa, maupun anak-anak. Oleh
karenanya seluruh negara memiliki peraturan untuk menanggulangi kejahatan.
Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan supya berada pada “batas-batas
toleransi” mayarakat. Namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu
kejahatan untuk terjadi.

Namun ketika dilihat dari kasus yang terjadi tampaknya hukum belum
berjalan dengan semestinya, karena masih banyak masyarakat yang tidak takut
akan hukum tersebut. Di sisi lain masih banyak kasus tindak kekerasan yang
dibiarkan dan tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan beberapa
alasan seperti pihak keluarga tidak mau melaporkan karena takut nama kelurga

jadi buruk dipandangan masyarakat, karena secara tidak langsung pelaku dan



korban pasti akan menjadi malu karena tersebarnya kasus yag terjadi ketika
dilaporkan.

Apalagi karena dunia semakin canggih jadi permasalahan apapun yang
terjadi pasti akan sangat cepat untuk tersebar luas, dan akan mudah untuk
diketahui orang-orang walaupun kasus yang terjadi jauh dari daearah kita tinggal,
hanya melalui media yang dgunakan bisa tau seperti apa keadaan diluar sana
tanpa harus melihat secara langsung.

Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru mempunyai peran penting
terutama untuk memulihkan fungsi sosial seseorang terutama untuk anak yang
mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Untuk anak yang
mengalami korban tidak kekerasan pihak pekerja sosial dari dinas sosial akan
membantu dalam pemulihan psikisnya dengan merehabilitasi korban tersebut di
balai BRSAMPK Rumbai disana juga disediakan ahli psikologis yang siap
menangani anak yang mengalami korban tindak kekerasan. yang mana dalam
proses rehabilitasi, pihak pekerja sosial akan melakukan konseling terhadap anak
yang menjadi korban,akan diberikan pembinaan pengetahuan baik secara umum
maupun agama, dan diberikan bimbingan rohani / guna agar korban bisa
beraktifitas seperti biasa tanpa takut dan trauma untuk bergaul dan mengenal
orang baru.

Jadi tugas pokok pekerja sosial/ peksos dinas sosial dan pemakaman kota
pekanbaru ketika mendengar terjadinya kasus, mereka harus lebih cepat gerak
dan sigap mencari tau/ menggali informasi mengenai kasus tindak kekerasan
terhadap anak yang terjadi, agar kasus tersebut bisa ditangani dengan cepat karena
ity merupakan salah satu tugas mereka sebagai lembaga/ pemerintah untuk

menyelesaikan kasus yang terjadi.



Dalam proses penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak pekerja
sosial/peksos melakukukan penanganan kasus berawal dari laporan yang diterima
dari masayarat langsung kekepala dinas, setelah laporan diterima pihak pekerja
sosial/ peksos akan mengatur waktu untuk mengedukasi kerumah korban tindak
kekerasan

Sebelum mengedukasi kerumah korban terlebih dahulu perlu dilakukan
pengecekan mengenai transportasi yang digunakan agar tidak terjadi kendala
dalam mengedukasi kerumah korban, dikarenakan transfortasi yang digunakan
masih minim/ tidak ada cadangan, kemungkinan ketika transfortasi bermasalah
maka pihak peksos akan terkendala untuk penanganan kasus dilapangan.

Berikut bisa dilihat jumlah- jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial/ (PMKS) Di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Tabel 1.1
Daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /(PMKS) Di Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota pekanbaru
Tahun 2017-2021

No Kategori Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1 | Anak balita terlantar 1 4 7 9 11
2 | Anak terlantar 11 3 1 5 7
3 | Anak yang berhadapan 5 3 4 4 13
dengan hukum
4 | Anak jalanan 2 4 5 3 14
5 | Anak dengan 227 6 1 8 15
kedisabilitas
6 | Anak yang memerlukan 0 0 3 11 14
perlindungan khusus
7 | Anak yang mengalami 10 11 13 17 20
tindak kekerasan
Jumlah 254 31 34 58 94

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2021




Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan di dinas
sosial dan pemakaman kota pekanbaru terjadi peningkatan pada anak yang
mengalami korban tindak kekerasan setiap tahunnya.

Ketika di Rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak kekerasan akan di
berikan pengetahuan mengenai keagamaan seperti bimbingan Rohani guna untuk
mengurangi kecemasan pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan

Menurut peraturan menteri sosial pasal 18 ayat (1) penerima layanan
rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dapat diberikan rujukan ke :

a. Keluarga
b. Panti sosial
c. Balai besar, balai, atau kota.

Dalam merehabilitasi anak yang mendapatkan kekerasan Pekerja sosial
mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka
untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah sosial. Dapat dikatakan
penting dan strategis karena pekerja sosial berhadapan langsung dengan warga
binaan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan akan lebih
mudah untuk diketahui. Selain itu pekerja sosial diharapakan bisa mampu untuk
menciptakan hubungan yang harmonis kepada warga binaan agar dalam proses
pelayanan sosial bisa berjalan dengan sebagai mana semestinya. Sehingga pekerja
sosial diharapkan mampu memberikan perannya dalam memberikan pelayanan
rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

Berikut bisa dilihat tabel jumlah anak yang mengikuti rehabilitasi dan

yang tidak mengikuti rehabilitasi.



Tabel 1.2
Jumlah Rehabilitasi anak yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan
Dan yang tidak Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan 2021

Tahun Yang tidak Yang direhabilitasi
direhabilitasi

2016 126 orang 27 orang

2017 81 orang 19 orang

2018 71 orang 20 orang

2019 129 orang 40 orang

2020 180 orang 11 orang
Jumlah 587 orang 117 orang

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2021

Dari table ditas dapat diketahui bahwa dari jumlah rehabilitasi anak yang
mengalami tindak kekerasan hanya sedikit yang dapat mengikuti rehabilitasi bila
dibandingkan dengan jumlah yang tidak direhabilitasi

Pekerja sosial/peksos mempunyai peran penting dalam menanggulangi
anak yang mengalami tindak kekerasan seperti mereka akan melakukan
pembinaan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan secara fisik selama
3 jam. Dalam proses pembinaan pihak pekerja sosial juga akan memberi
pengetahuan pada anak dan memberikan kebebasan untuk anak curhat mengenai
masalah kasus yeng terjadi. Setelah mendapatkan curhat pihak peksos akan coba
menenangkan si anak tersebut dengan bahasa yang santai dan nyaman pihak
peksos memberi tahu bahwa masalah yang terjadi bukan kesalahan dari anak,
setelah itu pihak peksos akan memberikan pengetahuan bahwa dibalik kejadian
kasus pasti akan ada hikmah yang baik untuk diri anak tersebut

Sedangkan untuk anak yang mengalami trauma berat/ psikis akan
Direhabilitasi ole pekerja sosial/ peksos di balai BRSAMPK letaknya di daerah

rumbai oleh peksos. Proses rehabilitasi dilakukan selama 7 hari. Adapun kegiatan



selama masa rehabilitasi yakni pihak pekerja sosial akan memberikan
pengetahuan yang mana pengetahuan tersebut bukan hanya tentang umum dan
agama melainkan juga keterampilan. Dalam kegiatan yang dijalankan pihak
peksos akan memberikan bimbingan rohani berupa ceramah agama, cara
membaca al-qur’an dan pembelajaran materi mengenai Fardhu ‘ain, Fardu
kifayah, sunnah dan yang lainnya seperti muamalah. Dan yang paling pertama
diberikan kepada anak ialah pelajaran mengenai kitab tauhid, karena rata-rata
anak tidak mengenal tauhid, tidak mengenal allah dan rasul. yang mereka ketahui
islam ya islam saja. Karena mereka kurang memahami agama pihak peksos akan
mulai menjelaskan dengan bahasa yang paling ringan agar mudah untuk dipahami
anak. Pemberian bimbingan dilakukan dengan cara yang bertahap seperti fardu
‘ain membahas tentang sholat dan puasa, sedangakan fardu kifayah mebahas
tentang sholat jenazah dan menuntut ilmu, berdoa bahkan berzikir. Dalam proses
rehabilitasi anak yang menjadi korban tindak kekerasan akan diberikan
pengetahuan mengenai pemberian hadiah, bersedekah dan zakat. Banyak diantara
anak tersebut yang masih berfikiran bahwa ketiga hal tersebut semuanya sama,
oleh karena itu pihak pekerja sosial/ peksos perlu memberikan pengetahuan
bahwa hukum ketiga tersebut tidak sama tetapi berbeda.

Bimbingan rohani selain memberikan pengetahuan tentang agama untuk
anak juga bisa untuk mengurangi kecemasan terhadap anak yang menjadi korban
tindak kekerasan. seperti bisa meningkatkan percaya diri anak, dan membuat anak

menjadi lebih percaya diri dan tidak takut untuk berinteraksi kembali kepada



lingkungan sekitar, bimbingan tersebut bisa mendorong anak memperbaiki sikap
dalam berinteraksi dengan orang lain ditengah masalah yang dihadapi.

Selain itu pihak peksos juga akan membekali sianak dengan bimbingan
sosial baik terapi, pendampingan dan juga bimbingan keterampilan.adapun bentuk
keterampilan yang diberikan seperti pembuatan kue, kerajinan dan sol sepatu.

Menurut peraturan menteri sosial terdapat standar nasional rehablitasi
sosial pasal 2 “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.

Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru mempunyai program-
program untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yakni sebagai
berikut :

1. pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma,

2. program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

3. program pelayanan dan rehabilitaS kesejahteraan sosial.

4. program pembinaan anak terlantar.

5. program pembinaan panti asuhan/ panti jompo.

6. program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial ( Eks narapidana ,

PSK, Narkotika, dan penyakit sosial lainnya.

7. proram pemberdayaan kelembagaan,kesejahteran sosial

8. program pengelolaan areal pemakaman.



Berikut program-program dari dinas sosial dan pemakaman Kkota
pekanbaru

Tabel 1.3. Program-program Dinas sosial dan Pemakaman Kota pekan baru

No PROGRAM KETERANGAN
1 Program pembinaan para penyandang Belum berjalan

cacat dan trauma
2 Program pemberdayaan fakir Belum berjalan

miskin,komunitas adat terpencil (KAT)
Dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)

3 Program pelayanan dan Rehabilitas Sudah berjalan
kesejahteraan sosial

4 Program pembinaan anak terlantar Belum berjalan

5 Program pembinan panti asuhan/ panti Belum berjalan
jompo

6 Program pembinaan Eks penyandang Belum berjalan

penyakit sosial ( Eks Narapidana,
PSK,Narkotika, dan penyakit sosial
lainnya

7 Program pemberdayaan kelembagaan Belum berjalan
kesejahteraan sosial

8 Program pengelolaan areal pemakaman | Belum berjalan

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa itulah program-program dinas
sosial dan pemakaman kota pekanbaru baik yang yang sudah berjalan maupun
yang belum berjalan di dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru.

Di dalam peraturan menteri sosial republik indonesia No 16 tahun 2019
tentang standar Nasional Rehabilitasi Sosial di dalam pasal 9 ayat 4 menjelaskan
bahwa “ Rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial menjadi tanggung jawab
bupati/ wali kota. Yang mana kota pekanbaru yang menyediakan Shelter (rumah
singgah) untuk merehabilitasi gelandangan dan pengemis serta anak yang

mengalami korban tindak kekerasan yang diberikan jangka waktu sampai 7 hari.
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Menurut peraturan menteri sosial pasal 18 ayat (1) penerima layanan
rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dapat diberikan rujukan ke pertama
keluarga, kedua panti sosial, ketiga balai besar, atau kota

Berbicara mengenai kesejahteraan pemerintah telah bersikap adil, namun
masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini,
adapun permasalahan tersebut yaitu: Kemiskinan, keterampilan, ketertinggalan,
ketelantaran tindak kekerasan, dan penyimpangan perilaku

Permasalahan tersebut diatas seluruhnya berasal dari tingginya tingkat
Pengangguran sehingga memiliki dampak berupa kesenjangan sosial diantara
warga masyarakat, dan permasalahan ini belum dapat terselesaikan oleh
pemerintah hingga saat ini.

Tingginya angka penganguran di pekanbaru disebabkan banyaknya sarjana
yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sehingga akan berdampak kepada
banyaknya jumlah pencari kerja. Masalah tersebut muncul karena jumlah pencari
kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang disedikan sehingga
terjadilah banyak pengangguran.

Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, yang mana kesejahteraan sosial
adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir
yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta
yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap
pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok

dan masyarakat.
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Fenomena tersebut dipicu oleh faktor ekonomi keluarga dan orang tua
yang di PHK dari perusahaan. metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah
pendekatan undang-undang (statute approach) dan spesifikasi penelitian
menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Melemahnya kondisi ekonomi keluarga semakin memperburuk psikologi
orang tua. Masalah tersebut dapat memicu tekanan yang menyebabkan emosi
berlebihan pada suami ataupun istri yang kemudian menjadikan anak sebagai
tempat pelampiasan (Hutabarat et al.,2020). Pada kondisi tersebut anak berada
dalam keadaan rawan kekerasan, sementara anak tidak memiliki kemampuan
untuk melawan (Wahyuni, 2020).

Kasus Tindak kekerasan terhadap anak di indonesia dari waktu ke waktu
terus terjadi dan semakin beragam bentuknya seperti Verbal abuse, emotical
abuse, sexual abuse dan physical abuse. Padahal, anak merupakan penerus dan
aset yang dimiliki oleh bangsa yang akan mempertahankan, serta mewujudkan
cita-cita bangsa. (Arifin, 2019)

Dari masalah diatas dapat disimpulkan bahwasa tingginya angka
pengangguran menjadikan salah satu penyebab orang tua mempunyai pola fikir
pendek sehingga melakukan kekerasan pada anak.

Perlakuan kekerasan terhadap anak sering kali tidak di sadari oleh orang
tua atau pengasuh, yang memiliki kelekatan dengan anak. Bentuk kekerasan
secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam
lingkup keluarga. Jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukkan

kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian
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dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif,
desruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. (Alit Kurniasari, 2019)

Jadi perlakuan salah yang diberikan orang tua terhadap anaknya bisa
berakibat fatal untuk masa depan anak itu sendiri, seperti anak yang diperlakukan
baik oleh orang tuaya setelah dewasa menikah anak tersebut akan kembali
memperlakukan anak- anaknya dengan baik seperti yang ia dapatkan pada masa
kecil, begitu juga sebaliknya dengan anak yang diperlakukan buruk oleh orang
tuanya kedepannya bisa saja menjadi anak yang yang mempunyai prilaku
menyimpang.

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya
merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, akan tetapi juga
merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara.
Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan,
agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa
dan negara. Disamping itu harus juga memperhatikan kebijakan non penal yang
meliputi memperbaiki kondisi-kondisi sosial anak dalam arti perlindungan yang
mengharmonisasikan antara pelaku dan korban yang bersifat non yuridis.
(Hasibuan, 2019)

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus
dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah,
dan peran serta masyarakat. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan
terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani

tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar
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strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan komprehensif. (Hasanah,
2016)

Jadi hampir sebagian besar anak yang berprilaku menyimpang itu
dikarenakan mempunyai masalalu yang buruk dan terbilang pernah mendapatkan
perlakuan salah dari orang tuanya. Seperti pernah menjadi korban tindak
kekerasan.

Jadi perlu bagi orang tua memberikan perhatian khusus untuk anak yang
mengalami tindak kekerasan dengan berbagai macam cara agar anak tersebut
tidak trauma untuk menghindari agar tidak berprilaku menyimpang di masa
depannya.

Anak-anak korban tindak kekerasan umumnya psikologisnya menjadi
sakit, dendam, dan menampilkan prilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan,
Komnas Perlindungan Anak dalam Nataliani, (2004) Mencatat, Seorang Anak
yang berumur 9 Tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk
membunuh ibunya. Berikut ini adalah Dampak-dampak yang ditimbulkan
kekerasan orang tua terhadap fisik maupun psikologis anak antara lain:

1. Dampak kekerasan fisik.

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi
sangat agresif, dan setelah orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya
orang tua yang agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada
gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Kekerasan fisik
yang dilakukan berulang —ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan

cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga
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menyebabkan korban meninggal dunia. Bentuk-bentuk kerasan fisik bisa
berupa bekas luka memar pada anggota tubuh
Kekerasan Psikologis

Merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap
mental korban dengan cara-cara kasar seperti; Membentak, menyumpah,
mengancam, merendahkan, memerintah, melecehkan menguntit, dan memata-
matai atau peilaku lain yang menimbulkan rasa takut. Tindak kekerasan
psikologis yang dialami oleh anak didik ternyata belum berakhir.

Dalam kenyataan masih banyak Kita lihat adanya bentakan, ejekan dan
bahkan hukuman yang diberikan oleh para pendidik terhadap anak didik yang
melakukan pelanggaran tata tertib begitu marahnya para pendidik sehingga
tidak mampu nebahan emosi sampai muncul ucapan-ucapan yang menghardik,
memarahi, menyindir bahkan terkadang menghujat. Kata-kata kasar seperti,
dasar pemalas, dasar pembolos susah diatur, dan sejenisnya seakan meluncur
dengan mudahnya dari mulut para pendidik, anak didik dalam situasi ini telah
mengalami suatu bentuk kekerasan psikologis.

Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami perlakuan
salah dari kedua orang tuanya pada umumnya lebih lambat dari pada anak
yang normal. Menurut Lidya (2009), dampak lainnya dari kekerasan pada
anak secara umum adalah Anak anak akan selalu berbohong, ketakutan,
kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya dengan orang
lain. Harga diri anak rendah dan menunjukkan prilaku yang destruktif. Anak

mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.



15

Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan
anak yang lebih kecil. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
Kecemasan berat atau panik, depresi anak mengalami sakit dan bermasalah
disekolah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9  tahun 2016 tentang
pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas
dilingkungan pemerintah kota pekanbaru. Dalam menanggulangi tindak
kekerasan pada anak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah
kota di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Menanagani anak yang mendapatkan kekerasan fisik seperti
Penganiayaan, Pemukulan Serta pembunuhan yaitu dengan merehabilitasi
anak selama 3 jam . yang mana ketika direhabilitasi anak akan diberikan
pengetahuan umum, konseling anak akan dibebaskan untuk curhat mengenai
masalah yang terjadi dan pekerja sosial akan menenangkan anak tersebut
dengan bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami dan mengatakan
bahwa semua yang terjadi bukan kesalahan sianak

Menangani anak yang mendapatkan kekerasan fsikologis seperti
terkena tekanan mental yakni anak akan direhabilitasi selama 7 hari di balai
BRSAMPK Rumbai yang mana disana anak akan mendapatkan bimbingan
rohani, pengetahuan umum dan diajarkan keterampilan pebuatan kue, dan sol

sepatu.
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Berdasarkan Fenomena yang ini adanya beberapa masalah yang dialami
oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru dalam rangka melaksanakan
kegiatan Rehabilitasi untuk anak yang mengalami trauma fisik dan psikis Program
pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial.

1. Masih banyak anak yang mengalami trauma fisik dan psikis yang tidak
mengikuti proses rehabilitasi dikarenakan dari pihak keluarga mengatakan,
bahwasanya anak korban tindak kekerasan tersebut tidak perlu
direhabilitasi karena pihak keluarga bisa mengatasi trauma yang dialami
anak tersebut

2. Pelayanan yang diberikan Dinas sosial terhadap anak yang mengalami
kekerasan fisik belum maksimal

3. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut oleh dinas sosial dan pemakaman
kota pekanbaru terhadap anak yang sudah direhabilitasi korban tindak
kekerasan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP TINDAK
KEKERASAN PADA ANAK DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

KOTA PEKANBARU”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dapat

disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :
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1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap Tindak kekerasan Pada anak
Di Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru?

2. Apa saja Hambatan- Hambatan Dalam penanganan kasus Tindak

kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas. maka tujuan penelitian dapat
disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap
Tindak Kekerasan pada Anak Di Dinas sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru!

2. Untuk mengetahui Apa saja Hambatan- Hambatan Dalam Penanganan

kasus Tindak kekerasan Pada Anak!

1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan
ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang
sesungguhnya.
2. Bagi Objek Peneliti
Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk

memperbaiki kearah yang lebih baik
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3. Bagi Objek Pustaka
Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis,
selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi

referensibacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Penelitian
Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka
dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial
terhadap tindak kekerasan pada anak

2. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
mengenai pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi program pelayanan dan

rehabilitas kesejahteraan sosial terhadap tindak kekerasan pada anak.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3bab
dan sub bab lainnya, meliputi
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan
dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
BAB Il : LANDASAN TEORI
Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan denganpemasalahan

yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitumengenai teori-teori



BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI
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tentang upaya dinas social dalam mengatasigelandangan dan

pengemis.

: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumberdata,

instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan analisadata.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah singkat

padaDinas Sosial kota Pekanbaru dan daerah kota Pekanbaru

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas dalam merehabiitas
gelandangan dan pengemis dinassocial dan pemakaman  kota
pekanbaru berdasarkan undang-undang No 35 tahun 2014 tentang

perlindungsn anak

: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari

permasalahan



BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1  Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut moekijat (1998:11) Tugas adalah suatu bagian atau satu
komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen)
atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) merupakan kesatuan pekerjaan atau
kegiatan yang dilaksankan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta
saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai
tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam setiap organisasi pemerintahan,
tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit
organisai tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagi rambu-rambu dalam
plaksanan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi pada lapangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan
susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan
pemerintah kota pekanbaru. Dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak
Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan
Sosial dan Pemakaman.

Menana ngani anak yang mendapatkan kekerasan fisik seperti
Penganiayaan, Pemukulan Serta pembunuhan yaitu dengan merehabilitasi anak
selama 3 jam . yang mana ketika direhabilitasi anak akan diberikan pengetahuan

umum, konseling anak akan dibebaskan untuk curhat mengenai masalah yang

20
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terjadi dan pekerja sosial akan menenangkan anak tersebut dengan bahasa yang
ringan dan mudah untuk dipahami dan mengatakan bahwa semua yang terjadi
bukan kesalahan sianak.

Menangani anak yang mendapatkan kekerasan fsikologis seperti terkena
tekanan mental yakni anak akan direhabilitasi selama 7 hari di balai BRSAMPK
rumbai yang mana disana anak akan mendapatkan bimbingan rohani, pengetahuan

umum dan diajarkan keterampilan pebuatan kue, dan sol sepatu.

2.2 Pelayanan Publik
Pelayanan publik menurut ( Agung Kurniawan 2005:4) adalah pemberian
layanan (melayani )keperluan orang atau masyarkat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yag telah ditetapkan.
Pelayanan publik menurut dengan landasan faktor materil melalui prosedur dan
metode tertentu dalam rangka usaha memnuhi kepentingan orang lain sesuai
dengan haknya.
Selanjutnya Menurut Moenir (2006:88) bahwa pelayanan yang baik harus
ada faktor pendukung antara lain:
a. Faktor kesadaran
Faktor ini berfungsi sebagai fondasi dalam pembuatan atau tindakan
yang berikutnya, kesadaran kerja yang memotivasi oleh keinginan dalam
pelaksanaan dalam tugas dan tanggung jawabnya menyangkut penyelesaian
dan penyampaian hasil laporan kerja yang tepat dalam usaha meningkatkan

hasil kerja dan turut serta dalam memelihara sarana dan prasarana.
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b. Faktor aturan
Faktor ini menjadi landasan atau pedoman dalam bekerja di bidang
pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan
perbuatan orang. Faktor ini juga menyangkut segala aturan dan ketentuan
tertulis yang berlaku dalam organisasi dan manajemen, yang meliputi waktu
kerja, dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberian sansi terhadap pelanggaran
kerja serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Faktor organisasi
Faktor ini me;iputi struktur organisasi yang menggambarkan
pertanggung jawaban kerja yan berdasarkan keahlian dan fungsinya pada
masing-masing bagian sesai ngan tugas yang ditetapkan serta pengembangan
organisasi.
d. Faktor pendapatan
Faktor pendapatan ini adalah penerimaan seseorang pegawai/ karyawan
seseorang sebagai imbalan jasa atau tenaga dan fikiran yang telah dicurahkan
untuk orang lain atau badan organisasi baik dalam bentuk uang maupun
fasilitas, dalam jangka waktu tertentu meliputi gaji yang dapat mengarahkan
semangat kerja yang tinggi
e. Faktor keterampilan
Faktor ini sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan
dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak. Baik pihak
manajemen itu sendiri maupun masyaraka, kerja dapat ditingkatkan dengan
pemberian bimbingan dan petunjuk kerja, mengadakan pendidikan dan latihan

khusus pegawai/ karyawan.
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f. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan sampah disini
maksudnya adalah segala jenis/ bentuk peralatan, perlengkapan kerja dan
fasillitas lain yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam pelaksanaan
pekerjaan dan juga berfunsi sosial dalam rangka kepentingan orang yang
sedang berhubungan dengan organisasi kerja, faktor pendukung pelayanan
pengangkutan sampah tersebut masing-masing mempunyai pranan berbeda
tetapi saling berkaitan satu sama lainnya dan akan terwujud pelaksanaan

pelayanan pengangkutan sampah yang baik atau optimalisasi.

2.3 Rehabilitasi

Peraturan menteri sosial tentang standar nasional rehabilitas sosial pada
bab (1) ayat (1) : dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.

Menurut peraturan menteri sosial tentang standar nasional rehablitasi
sosial pasal 2 “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.

Di dalam peraturan menteri sosial republik indonesia No 16 tahun 2019
tentang standar Nasional Rehabilitasi Sosial di dalam pasal 9 ayat 4 menjelaskan
bahwa “ Rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial menjadi tanggung jawab

bupati/ wali kota. Yang mana kota pekanbaru yang menyediakan Shelter (rumah
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singgah) untuk merehabilitasi anak yang mengalami trauma berat akibat tindak

kekerasan. yang diberikan jangka waktu sampai 7 hari.

2.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mendapatkan Kekerasan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang mendapatkan kekerasan pasal
21 Undang-undang Nomor35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku,agama,ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan
kondisi fisik dan/atau mental. Berdasarkan kewajiban tersebut, terlihat jelas
bahwa pemerintah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap
anak. Adapun perlindungan hukum vyang diberikan adalah perlindungan
hokumPreventif dan Represif.
1. Perlindungan Hukum Preventif
a. Jaminan perlindungan anak diberikan dengan perlindungan hukum sesuai
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yakni pada Undang-undang
Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang
Nomor 17Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan
Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
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2. Perlindungan Hukum Represif

a. Pasal 76D UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang
dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 81 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap
orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lamal5 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

c. Pasal 81 ayat (3) UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam
hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada perubahan kedua pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang

PerlindunganAnak pada Pasal 81 hukuman yang diberikan adala hukuman

pidana ditambah 5 tahun dari 15 tahun menjadi 20 tahun serta diperberat

dengan hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alatpendeteksi

elektronik. (Wismantari, 2021)

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara
sadar oleh setiaporang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan

hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang
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Hak- hak Asasi Manusia). Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari

berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut

2.5

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menurut KUHP

perdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku | pada Pasal 330KUHP
perdata yang menyatakan bahwa ,belum dewasa dalah mereka yang belum

mencapai umur genap duapuluh satu tahun,dan tidak lebih dahulu kawin.

. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan

bahwa dalam menuntut anak yang belum cukup umur karena melakukan

perbuatan sebelum umur enam belas tahun (Harahap, 2016)

Macam-macam Tindak Kekerasan

Menurut suhato kekerasan terhadap anak terbagi menjadi Empatyaitu

kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hinggakekerasan seksual.

1. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi mengeluarkan atau

berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa disebut dengan kata-kata
kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun
buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Anak yang menerima
tindakan tersebut akan jadi pemalu takut bertemu dengan orang-orang asing

hingga menangis jika didekati oleh orang asing

. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan

kepada anak-anak. Memakai benda-benda tertentu. Prilaku ini memiliki

dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak

3. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak.
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Penelantaran anak adalah prilaku orang tua terhadap anak yang tidak

memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak

tersebut. Kekerasan seksual salah satunya seperti prakontrak seksual yang

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan melakukan sentuhan atau

memperlihatkan gambar visual (Arifin, 2019)

2.6

Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki penyebab mengapa tindakan yang

melanggar hukum ini bisaterjadi, menurut Suharto kekerasan terhadap anak

disebabkan dari beberapa faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal.

Penyebab tersebut sebagai berikut:

1.

Faktor ekonomi seperti kemiskinan keluarga, penghasilan tidak
memenuhi,memiliki banyak anak maupun orang tua yang menganggur.
Keluarga yang mengalami perceraian.

Menikah dini atau keluarga yang belum matang secara psikologis hal
tersebut menjadikan ketidak tauan bagaimana cara untuk mendidik anak
maupunanak yang lahir diluar nikah.

Gangguan mental yang dialamioleh orang tua bisa juga sebagaipenyebab
tindakan kekerasanterhadap anak.

Nasib yang diterima oleh orangtua saat masa kecil ditelantarkancenderung
melakukan tindakanyang salah terhadap anaknnya.

Kondisi lingkungan yang buruk. (Andhini, 2019.)
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2.7 Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam

Menanggulangi Kekerasan Anak

Yaitu dengan menegakkan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak dan menegakkan sosialisasi pada pada masyarakat baik melalui
media massa maupun media elektronik

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, orang tua lebih memahami cara melakukan pola asuh anak dan
hak-hak anak maupun kewajiban sebagai orang tua yang baik. Dibuatnya Undang-
Undang No. 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak diharapkan dapat
meminimalisir perlakuan tindak kekerasan terhadap anak, dan diharapkan
kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi sehingga hak-hakanak dapat dilindungi
sebagaimanamestinya dan kesejahtraan dalam keluargaterwujud.

Upaya penanggulangan tindak kekersan terhadap hak-hak anak dapat
dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui
media massa maupun media elektronik dan memiliki pengetahuan agama yang
memadai dapat mencegahterjadinya tindak kekerasan terhadap anak.(Siregar,

2014).

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Sumber Judul penelitian Hasil Perbedaan
1 Hasto penanggulangan | Peranan Pemerintah | Dalam
Rustiadi kekerasan Daerah Kabupaten penelitian yang
2018 terhadap anak Kebumen dalam dilakukan Hasto
oleh pemerintah | Menanggulangi Rustandi tujuan
daerah Kekerasan Terhadap | penelitiannya
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di kabupaten
kebumen
prevention of
child abuse by
local
government in

Anak dilakukan
melalui tindakan
preventif dan
represif.

Tindakan preventif
dilakukan melalui

ialah untuk
mengetahui
penanggulangan
kekerasan
terhadap anak
oleh pemerintah

kebuemn sosialisasi dan daerah
penyuluhan tentang | di kabupaten
perlindungan anak kebumen
dan penghapusan Sedangkan
kekerasan dalam peneliti unuk
rumah tangga, mengetahui
membagikan leaflet | pelaksanaan
dalam acara yang tugas pokok
terbuka untuk umum | dan fungsi
serta melakukan program
siaran interaktif di pelayanan dan
media televisi local, | rehabilitas
merintis program kesejahteraan
desa ramah anak, sosial terhadap
memfasilitasi forum | tindak
anak, dan kekerasan pada
memperkuat peran anak di dinas
dan fungsi dari sosial dan
kelompok pemakaman
perlindungan anak kota pekanbaru
desa. Tahun
penelitian
berbeda
Reristiani | peran Tidak maksimalnya | Dalam
Jantia 2015 | pemerintah kota | perlindungan penelitian yang
pekanbaru anak di Kota dilakukan
dalam Pekanbaru Reristiani Jantia

perlindungan
anak

korban tindak
kekerasan tahun
2010-2014

mengindikasikan
kurang seriusnya
pemerintah dalm
melaksanakan usaha-
usaha perlindungan
terhadap hak-hak
anak padahal kasus
anak

terus bergulir di kota
Pekanbaru dan
mempengaruhi
perkembangan anak.
Pemerintah terlihat

menjelaskan
segala indikator
dan standarisasi
yang harus
dicapai dalam
melindungi
anak
Sedangkan
peneliti
menjelaskan
baraimana
pelaksaan tugas
pokok dan
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belum siap
memenuhi

segala indicator dari
standarisasai yang
harus dicapai dalam
melindungi anak
salah

satunya dengan
serius mengupayakan
anggaran terkait
kebutuhan +
kebutuhan

yang harus dipenuhi
dalam
memaksimalkan
perlindungan anak.
Pelaksanaan
kebijakan yang
belum terarah

dan belum maksimal
juga dipengaruhi
belum disediakannya
payung hukum yang
kuat atau peraturan
daerah untuk
mengendalikan
pelaksanaan program
lebih

akurat.

fungsi dinas
sosial dan
pemakaman
kota pekanbaru
dalam
menangani anak
yang
mengalami
tindak
kekerasan

Darmini
roza 2018

peran
pemerintah
daerah di dalam
melindungi hak
anak

di indonesia

Peran Pemerintah
Daerah didalam
perlindungan anak
sangatlah vital sekali.
Ini

sudah tertuang
didalam pasal-pasal
yang

direvisi sudah
menjelaskan
bagaimana
tanggung jawab dan
kewajiban dari
Pemerintah Daerah
dalam melindungi
hak

anak. Didalam

Dalam
penelitian yang
dilakukan
Darmini roza
Tujuan
peneliannya
untuk
mengetahui
peran
pemerintah
daerah di dalam
melindungi hak
anak di
indonesia
Sedangkan
peneliti untuk
mengetahui
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mewujudkan tata
kelola

pemenuhan hak anak
oleh Pemerintah
Daerah

haruslah benar-benar
direalisasikan dan
dijalankan dengan
semestinya

tugas pokok
dan fungsi
program
pelayanan dan
rehabilitas
kesejahteraan
sosial terhadap
tindak
kekerasan pada
anak

4 | andi
muzakkir
2020

peran
pemerintah
kabupaten bone
dalam
mengurangi
angka
kekerasan
terhadap

anak menurut
peraturan
daerah nomor
1 tahun 2014
tentang sistem
perlindungan
anak

Upaya pemerintah
Kabupaten Bone
dalam mengurangi
angka

kekerasan terhadap
anak sangat di
perhatikan, dalam hal
ini pemerintah
Kabupaten Bone
dengan dibuatkannya
Peraturan Daerah
Kabupeten

Bone Nomor 1
Tahun 2014 tentang
Sisitem Perlindungan
Anak, dengan
adanya peraturan
daerah itu
menandakan bahwa
pemerintah
Kabupaten

Bone sangat
memperhatikan
tumbuh dan
berkembangnya anak
di

Kabupeten Bone

Tujuan
penelitian yang
dilakukan Andi
muzakkir ialah
untuk
mengetahui
peran
pemerintah
untuk
mengurangi
tindak
kekerasan
Sedangkan
peneliti  untuk
mengetahui
tugas pokok
dan fungsi
dinas sosial dan
pemakaman
pkota
pekanbaru
terhadap tindak
kekerasan pada
anak.

2.9 Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Agama Islam

Ustaz Rakhmad Zailani Kikimenjelaskan dalam perpektif Islam, kekerasan

Merupakan perbuatan yang dilarang, baik kepada sesama Muslim atau sesama

manusia yang berbeda agama dan keyakinan.
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Dalam khazanah Islam, tindak kekerasan adalah tindakan penganiayaan
atau perbuatan dzalim kepada orang lain yang dilarang Menurut ustaz Kiki, ini
juga sejalan dengan yang diterangkan dalam Alquran, “Katakanlah: ‘Tuhanku
hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang
tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia dijelaskan dalam
sebuah hadits di dalam kitab Shahih Al-Bukhary, riwayat Abu Hurairah r.a,
Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil
penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan atau
kehormatan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta
kehalalannya pada hari ini — semasih di dunia.

Dalam pandangan Islam kejahatan dan kekerasan terjadi akibat lunturnya
nilai-nilai kemanusiaan yang Allah lekatkan dalam setiap diri manusia. Karena
nilai kemanusia itulah ia disebut sebagai manusia. Firman Allah QS. Al-Isra’

Ayat 31:

A N4 2ol & i"g,,,«{),/}’.{g e e AL aEe Sgm o o

T @ e Bab Ol gl Of LB e oF el s (S sl ke Y
Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

2.10 Definisi Konsep
Definisi konsep adalah batasan pengertian terhadap faktor variable yang
diperkirakan supaya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian. Dalam

penelitian ini, penulis menyampaikan definisi konsep yang digunakan adalah:


https://republika.co.id/tag/kekerasan
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1. Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (peraturan mentri sosial
RI bab 1 pasal 2

2. Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja dan
hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan
tugas yang lebih teratur

3. Anak menurut hukum ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan
Dalam islam anak merpakan karunia tuhan yang hanya diberikan kepada

lasangan-pasangan yang dipercaya untuk mengemban tugas sebagai orang tua

2.11 Konsep Operasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
pembentukkan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas- dinas
dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Kota pekanbaru mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota pekanbaru di

bidang kesejahteraan sosial
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Tabel 2.2
Konsep Operasional
Konsep Indikator Sub indikator
Berdasarkan Peraturan - Menangani anak yang menangani anak
DaerahNomor 9 Tahun 2016 mendapatkan kekerasan | yang medapatkan
tentang pembentukkan fisik kekerasan fisik dg
susunan organisasi, a. Melakukan
kedudukan dan tugas pokok konseling
dinas- dinas b. Pembiaan
pengetahuan
umum

- Menanganai anak yang | Menangani Anak
mendapatkan kekerasan | Yan Mendapatkan
psikologis Kekerasan Secara

Psikologis dengan

a. Bimbingan rohani

b. Pengetahuan
umum dan agama

c. Pemberian

pengetahuan
keterampilan

Sumber : Renstra Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2021-2022

2.12 Kerangka Berpikir

Menurut Uma sekaran dalam pasolong (2012) kerangka berfikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada
dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara mengenai objek

penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.




Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap Tindak Kekerasan
Pada Anak di Dinas Sosial dan Pemakman Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukkan Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas
dinas.

Menangani Anak yang
mendapatkan kekerasan Fisik

Menangani Anak yang mendapatkan
kekerasan Psikologis
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Konseling

Pengetahuan Bimbingan Pengetahuan
umum Rohani Umum dan
agama

Terlaksana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbary
terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak

Pemberian
Keterampilan




BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di dinas sosial dan
pemakaman kota pekanbaru . Alasan peneliti melakukan peneliti melakukan
penelitian disana ialah karena peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan
dengan judul peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dtempat tersebut.
objek penelitian ini adalah penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
terhadap tindak kekerasan pada anak di dinas sosial dan pemakaman kota

Pekanbaru. penelitian ini dimulai sejak bulan desember 2021-september 2022.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung
fenomena yang terjadi pada objek penelitian.
3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil
penelitian tersebut, maka di butuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek
penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

a. Data primer
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Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari
objeknya, yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan
langsung di lapangan dari hasil wawancara.

b. Data skunder
Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua sumber lain
yang tersedia, namun berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.
Adapun data skunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka

yang meliputi: Buku,jurnal, skripsi, serta artikel.

3.4  Tekhnik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan
beberapa metode sebagai berikut:
1. Wawancara
Menurut  (Nazir,2014) Wawancara adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan
menggunakan alat yag dinamakan interview guide (panduan wawancara)
Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu sebagai berikut:
a. Wawancara terstruktur
Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui pasti informasi
yang hendak digali dari narasumber. Peneliti juga bisa menggunakan
instrument penelitian seperti alat bantu recoorder, karena untuk foto dan

alat bantu lainnya.
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b. Wanwancara tidak terstruktur
Wawancara ini bersifat bebas. Pada penelitian ini peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan-pertanyaan spesifik,
namun hanya poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari
responden.
2. Observasi
Menurut Sugiono (2009:166) Observasi merupakan pengamatan
penelitian dengan secara langsung kelapangan, baik untuk menemukan data
atau menggamati masalah yang terkait dengan penelitian tersebut.
3. Dokumentasi
Dokumentasi memiliki kata dasar dokumen yang menurut Sugiono
(2011:82) dokumen merupakan catatan pristiwa yang sudh berlalu. Dokumen
dapat berupa tulisan seperti ( catatan harian, sejarah hidup, biografi dan lain
sebagainya), Gambar seperti ( foto gambar hidup, sketsa dan lain-lain) atau
karya-karya monumental dari seorang seperti ( karya seni, yang dapat berupa
patung, film dan lain-lain). Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5 Informan penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada
peneliti. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang sesuatu dan kondisi latar belakang penelitian, dalam penelitian
kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan

snowbal sampling.
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1. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling
ahu tentang apa yang kita harapkan

2. Teknik sampling snowball ( bola salju)adalah metode sampling di mana
sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden keresponden
lainnya, yang artinya pertama- tama dipilih satu atau dua orang, tetapi
karena dengan da orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang
diberikan , maka peneliti mencari lain yang dipandang lebih tahu dan
dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya , begitu
seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Informan merupakan
seorang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti..

Disini Informan penelitian terdiri dari:

Tabel 3.1
Informn Penelitian
Informan Jumlah
Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial dan pemakaman kota 1
pekanbaru
Seksi Perlindungan Anak 1
Staf Dinas Sosisal dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2

Jumlah 4
Sumber : Data olahan Tahun 2021

3.6 Tekhnik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif. Analisis
Model interaktif, di kemukakan oleh Miles dan Huberman Analisis data model
interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman ketiga komponen utama
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yang terdapat dalam analisis ata kualitatif itu harus ada dalam analisis data
kualitatif, sebab hubungan da keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus
di komparasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sehingga akhir penelitian.

Langkah- langkah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam
(Nugrahani, 2014) yaitu:

1. Reduksi data. Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah
reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau
seleksi, pemusatan perhatian atau memfokuskan, penederhanaan,
pengabtraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data
penelitian yang duperoleh dan dicatat selama proses penggalian data
dilapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus sepanjang
penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya di mulai sejak peneliti
memilih kasus yang akan dikaji. Pada dasarnya proses reduksi data
merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat
focus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan
mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi
sajian dapat di pahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang
dapat di pertanggungjawabkan.

2. Sajian data. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis
data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, memperjelas, dan membuat focus, dengan membuang hal-

hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data
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sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik
mengarah pada simpulan yang dapat di pertanggungjawabkan. Sajian data
dalam penelitian kualitatif pada umumnya di sampaikan dalam bentuk
narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, table,
skema, ilustrasi, dan sebagainya agar data yang disajikan untuk persiapan
analisis tampak jelas, rinci, dan mantap, dan mudah di pahami. Sajian data
ini disusun dengan sistematik, sesuai tema-tema ini agar mudah dipahami
interaksi antar bagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas antara

satu dengan lainnya.

. Penarikan simpulan / verifikasi. Penarikan simpulan merupakan kegiatan

penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan
sebaiknya di buat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami.
Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal seperti tema/topic
dan judul penelitian, tujuan penelitian, pemecahan, data-data dalam
penelitian, temuan-temuan dari hasil analisis data dalm penelitian teri/ilmu

yang relevan.

Tahapan Analisa Data Kualitatif

Beberapa tahapan dalam melakukan analisa data ini kurang lebih sama

dengan tekhnik analisa. Kualitatif yang lain, misalnya adalah tahapan paling awal

yang dilakukan, yaitu memahami data yang telah diperoleh. Data yang telah

diperoleh.

Dalam thematic analysis peneliti perlu untuk meluangkan waktunya untuk

mengenal lebih dekat data yang mereka telah peroleh sebelum melakukan
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tahapan-tahapan berikutnya. Untuk lebih rinci bagaimana teknis melakukan
analisa data dengan menggunakan metode thematic analysis, berikut ini
disampaikan tahapan-tahapannya

1. Memahami data mendapatkan data yang diinginkan bukan berarti peneliti
memahami fenomena yang sedang diteliti. Karena peneliti kualitatif
bertujuan untuk mengupas secara mendalam apa yang terjadi dari sebuah
pristiva melalui perspektif partisipan, maka rekaman dan transkrip
wawancara ibaratnya adalah harta karun peneliti yang perlu untuk
dieksplorasi maknanya lenih dalam.

2. Kode dapat dibuat baik secara semantik, artinya menggambarkan secara
langsung apa yang ampak dari data. Peneliti menuliskan kode sesuai
dengan apa yang tampak dipermukaan ini biasanya dilakukan peneliti
dengan cara menuliskan kode sesuai dengan kata-kata yang digunakan
oleh partisipan. Metode peng-kode-an ini disebut juga sebagai in vivo
kode. Contoh —saya menggunakan repository untuk mencari informsi yang
sudah ada ditempat lain yang sudah dipublikasikan Kode : saya semakin
termotivasi setelah mengenal repository, saya lebih mudah undah
mendapatkan informasi yang saya inginkan

3. Mencari tema ditahapan ini peneliti mulai berpindah perhatian dari semula
mencari kode sekarang berganti menjadi mencari tema. Seperti yang
direkomendasikan oleh braun & clarke (2006), tahap ketiga dalam
thematic analysis adalah mencari tema, tema yang sesuai dengan tujuan

penelitian. (Heriyanto, 2018)



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1  Profil Kota Pekanbaru
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “senapelan” yang saat
itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang
menjadi kawasan pemukiman baru seiring waktu berubah menjadi dusun payung
sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian
antara kerajaan johor degan belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut
belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebesan cukai dan monopoli
terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu belanda juga mendirikan Loji
di petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal belanda tidak dapat masuk kepetapahan, maka senapelan
menjadi tempat perhentian kapal-kapal belanda, selanjutnya pelayaran ke
petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, payung
sekaki atau senapelan menjadi tempat penumpukkan berbagai komoditi
perdagangan baik dari luar untuk diamgkut ke pedalaman, maupun dari
pedalaman untuk keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang
kerajinan kayu dan hasil hutannya.

Terus berkembang, pyung sekaki atau senapelan memegang peranan
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi

sungai siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi
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silang baik dari pedalaman tapung maupun pedalaman minangkabau dan kampar.
Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute teratak
buluh (sungai kelutut), tangkerang hingga ke senapelan sebagai daerah yang
strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan senapelan sangat erat dengan kerajinan Siak Sri Indrapura.
Semenjak sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau
membangun Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan
kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di senapelan namun tidak
berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya
Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil
Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelanuhan pekanbaru
sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh imam Suhil Siak, Senapelan
yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21
Rajab Hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan
Muhammad Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota
pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah,
penguasaan senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang di bantu oleh empat
Datuk besar yaitu Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi
mendampingi Datuk Bantar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada
sultn siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan Di kota Pekanbaru selalu

mengalami perubahan:
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SK Kerajaan Bershuit Van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19
oktober 1919, pekanbaru bagin dari kerajaan siak yang disebut District.
Tahun 1932 pekanbaru masuk wilayah kampar Kiri dipimpin oleh seorang
Controleor berkedudukan di pekanbaru.

Tanggal 8 Maret 1942 pekanbaru. Dipimpin oleh seorang gubernur militer Go
Kung. Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

Ketetapan Gubernur sumatera di Medan tanggal 17 mei 1946 No.103,
pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.

UU No.22 tahun 1948 Kabupaten pekanbaru diganti dengan kabupaten
kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota kecil.

UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota
kecil

UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi di Kota Praja.

Kepmendagri No.52/1/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi
Ibukota Provinsi Riau.

UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kotamadya pekanbaru.

UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya

berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sumber: website Dinass sosial kota pekanbaru

https://dinsos.pekanbaru.go.id
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Luas Daerah Menurut Kecamatan
Dikota Pekanbaru Tahun 2019
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Luas Persentase Tinggi Jarak Keibu
Kecamatan Ibukota Area |terhadap Luas| Wilayah Kota(Km)
(Km2) Wilayah (MDPL)
Tampan Simpang baru | 59.81 9.46 34.00 17.00
Payung sekaki |Labuh baru 43.24 6.84 13.57 4.60
barat
Bukit raya Simpang tiga | 22.05 3.49 27.04 5.60
Marpoyan Sidol\mulyo 29.74 4.7 26.06 0.00
Damai timur
Tenayan raya |Kulim 171.27 27.09 43.00 16.00
Lima puluh Rintis 4.04 0.64 4.00 3.50
Sail Cinta raja 3.26 0.52 27.20 1.60
Pekanbaru kota | Kota tinggi 2.26 0.36 19.80 2.90
Sukajadi Pulau Karam 3.76 0.59 20.40 2.00
Senapelan Kampung 6.65 1.05 18.50 3.50
bandar
Rumbai Rumbai bukit | 128.85 20.38 34.89 17.00
Rumbai pesisir |Meranti 157.33 24.88 18.50 4.70
pandak
Pekanbaru 632.26 100

Sumber:Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)kotapekanbaru

Tabel4.2
Jumlah Kelurahan Perangkat Kelurahan Menurut Kecamatan
Di Kota Pekanbaru,2019

PERANGKAT PERANGKAT

Kecamatan KELURAHAN RW RT
Tampan 9 137 606
Payung sekaki 7 42 195
Bukit raya 5 58 247
Marpoyan damai 6 76 331
Tenayan raya 13 132 489
Limapuluh 4 30 122
Sail 3 18 76
Pekanbaru kota 6 40 124
Sukajadi 7 38 151
Senapelan 6 42 146
Rumbai 9 73 281
Rumbai pesisir 8 76 310
Jumlah 83 762 3078

Sumber:Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)kota pekanbaru
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Luas Daerah Menurut Kecamatan
Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

IBUKOTA LUAS TOTAL AREA
KECAMATAN KECAMATAN (km/sg.km)
Tampan Simpang baru 59,81
Payung sekaki Labuh baru barat 43,24
Bukit raya Simpang tiga 22.05
Marpoyan damai Sidomulyo timur 29.74
Tenayan raya Kulim 171.27
Lima puluh Rintis 4.04
Sail Cinta raja 3.26
Pekanbaru Kota Kota tinggi 2.26
Sukajadi Pulau karam 3.76
Senapelan Kampung bandar 6.65
Rumbai Rumbai bukit 128.85
Rumbai pesisir Meranti pandak 157.33
Pekanbaru 632.26

Sumber : Data badan statistik kota pekanbaru tahun 2020

Tabel 4.4

Jumlah Kelurahan menurut Kecamatan
di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kecamatan Jumlah kelurahan
Tampan 9
Payung sekaki 7
Bukit raya 5
Marpoyan damai 6
Tenayan raya 13
Lima puluh 4
Sail 3
Pekanbaru kota 6
Suka jadi 7
Senapelan 6
Rumbai 9
Rumbai pesisir 8
Pekanbaru 83

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020
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Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Di kota Pekanbaru Tahun 2020
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Kecamatan Penduduk (Ribu)
Tampan 203 238
Payung sekaki 96 296
Bukit raya 93 487
Marpoyan damai 127 600
Tenayan Raya 154 261
Lima puluh 38 613
Sail 20 384
Pekanbaru kota 22 604
Suka jadi 42 852
Senapelan 35 357
Rumbai 78 185
Rumbai pesisir 70 488
Pekanbaru 983 356

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Pekanbaru 2020

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Jenis kelamin

Kelompok umur L aki-laKi Perempuan Jumlah

Age groups Male fermale Total
0-4 50 006 47 223 97 229

5-9 45 342 43 277 88 619
10-14 41 675 38 537 80 212
15-19 40 171 38 241 78 412
20-24 41 925 42 129 84 054
25-29 42 783 43 627 86 410
30-34 41 759 42 541 84 300
35-39 38932 40 137 79 069
40-44 36 402 37 090 73492
45-49 33234 33444 66 678
50-54 22 279 27174 54 453
55-59 22 247 21 456 43 703
60-64 15 264 14 606 29 870
65-69 10192 10 285 20 477

70-74 4248 4302 8 550

75+ 3658 4170 7 828
Pekanbaru 495 117 488 239 983 356

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020
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Tabel 4.7
jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Di kota Pekanbaru Tahun 2020

Pindah Datang

Kelompok Umur Age Move out move in
Groups Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan
Male Fermale Male Fermale

Tampan 369 320 675 643
Payung sekaki 204 165 278 253
Bukit raya 176 154 245 216
Marpoyan damai 232 242 339 348
Tenayan raya 271 232 436 438
Lima puluh 81 79 76 82
Sail 58 61 35 39
Pekanbaru kota 54 38 46 41
Suka jadi 123 126 104 88
Senapelan 73 67 63 84
Rumbai 155 133 235 240
Rumbai pesisir 142 122 115 117
Pekanbaru 1938 1739 2647 2588

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020
4.2  Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Terbentuknya dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru setelah
indonesia merdeka Pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti indonesia telah
merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak
melepas begitu saja ajahannya meski indonesia telah memproklamirkan
kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali indonesia maka belanda
dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali indonesi maka belanda
dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai indonesia.
Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berebda
tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan,

sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis
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belakang maka koordinirlah par relawan yang membantu para pejuang dan
pengungsi ini.

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan
makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa
ini-menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang
kental antar pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam
pristiva pertempuran tersebut. Pristiwa ini kemudian disebut sebagai hari
kesetiadakawanan sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikl
bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah negara Repoblik
indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari kesetiadakawanan
Sosial Nasional (HKSN) Atau Hari Jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948
pemrintah Negara Repoblik indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda
perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah
dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang
namanya inspeksi sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas
pokoknya adalah membantu tentara republik indonesia dalam peperangan.

Kemudisn pada tahun 1950 inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi
jawatan Sosial ang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para
veteran pejuang. Kemudian pada Tahun 1965 jawatan Sosial yang tugas utamanya
adalah membantu para penyandang cacat( paca).

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974
Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia

untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia,
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untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial
Provinsi yang dikepalai oleh seorangkepala departemen, sementara untuk tingkat
kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat
kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat
setempat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang
kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna,
panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial,
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban

perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks
komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada
tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik
Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur,
dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali
Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial
Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen
Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001
Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembalioleh Presiden yang
pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk
Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka
terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Nomor 7 Tahun 20011 .
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Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor
8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru adalah unsur pelaksanapemerintah daerah dibidang Kesejahteraan
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala
Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang
dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan
sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota
Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan
Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana
kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan
maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan
bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah
tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan
menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan
tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota
Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum
yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani

oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
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Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974
Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia
untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia,
untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial
Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat
kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat
kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat
setempat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang
kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna,
panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial,
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak,
gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban
HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998,
Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang
pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan
yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial
dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)
untuk tingkat pusat.

Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen
Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001
Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembaliolen Presiden yang

pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk
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Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka
terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011 .

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor
8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru adalah unsur pelaksanapemerintah daerah dibidang Kesejahteraan
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala
Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang
dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan
sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota
Pekanbaru2 . Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan
Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana
kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan
maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan
bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah
tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan
menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan
tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota

Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum
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yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani

oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

4.3  Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu
pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan
pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan
itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan
visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting
dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai
bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Adapun visi dan misi
dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :
1. VISI

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan
Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang
indah dan tertib”.
2. MISI

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman
Kota Pekanbaru sebagai berikut :
a.~ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
b. - Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan

berkembang dalam sistem masyarakat.

c. - Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.
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Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui
Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).

Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

https://dinsos.pekanbaru.go.id

4.4 Struktur Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota

Pekanbaru di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota

Pekanbaru melaksanakan fungsi:

1.

Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kesejahteraan

Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

.-Penyusunan pelaksanaan rencana program di bidang pembinaan teknis

Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.

Melakukan  pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan  Usaha
Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada
klien untuk usaha kesejahteraan sosial.

Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang

telah dilatih dan diberi bantuan.


https://dinsos.pekanbaru.go.id/
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Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta
evaluasi kegiatan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi
masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial
(UKS).

Pengelolaan administrasi umum, meliputi Kketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

Pengelolaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),

pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. https://dinsos.pekanbaru.go.id

Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun

2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Sosial Kota Pekanbaru pada Pasal 2 mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1.

2.

Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

.-Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada
Sekretaris Dinas.

7.-Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang.

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Pasal 3
ayat (1) terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial.
2. Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Umum.
b. Sub Bagian Keuangan.
3.~ Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawabhi :
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar.
4. - Bidang Rehabilitasi Sosial, membawabhi :
a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
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c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan
Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawabhi :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)

KEPALA DINAS
Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
NIP 19730215 199803 1 003

SUB BAGIAN KEUANGAN
TRI AGUSTINA, S.Kom
NIP. 19720803 199703 2 001

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN i B S s
FUNSIONAL NIP. 19660621 198401 1 001
SUB BAGIAN UMUM
SUCI YUSMALIA, S.STP
NIP, 19900729 201010 2 002
[ | ]
BIDANG PERLINDUNGAN DAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
JAMINAN SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Drs. H ZULNAWIRAWAN, M.Si
NIP. 196907011998091001

ADRIYANI, SH
NIP. 19811115 200901 2 002

dr. HARIYA DEATZY
NIP. 19760902 200904 2001

J

]

NIP. 138411082009032003

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL SEKSI REHABILITAS! DAN SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
KORBAN BENCANA | PERLINDUNGAN ANAK Y KELUARGA MISKIN
L | FAJRINA, S.P HERYANI, $.5T
NIP, 197406131998032002 NIPA9641207 193010 2001
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SEKSI REHABILITASI SOSIAL SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
- SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL - PENYANDANG DISABILITAS L) KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SULHANA LELY, Am Keb NINDYA DEVI JUSTISIANAWATI, SH

NIP. 19730117 199803 2 002

SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENYANTUNAN
LANJUT USIA TERLANTAR
MUHAMMAD DANAR, §.8TP

NIP. 199207212015071002

SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL, KORBAN TINDAK
KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG

AGUSTIAN, AP, M.Si
NIP. 197608221994121001

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
SRIULINA Br. BUKIT, SKM, M.Kes
NIP. 197012161995032001

Sumber :Website Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Https://dinsos.pekanbaru.go.id
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BAB VI

PENUTUP

6.1  Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis mencoba

mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan

tupoksi dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam menanggulangi tindak

kekerasan terhadap anak belum berjalan dengan efektif/ optimal dikarenakan

masih terdapat beberapa kenda-kendala dalam penanganan kasus dilapangan.

1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusa merupakan indvdu yang prduktf dan bekerja sebaga
penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi
atau perusahaan dan merupakan sumber daya yang tidak dapat diganitkan
serta menjadi aset penting. Dalam penanganan kasus ketika pihak
penanganan mengalami kekurangan sumber daya maka proses
penanaganan kasus bisa menjadi terhambat, sehngga dibutuhkan sdm yang
cukup dalam penanganan kasus dilapangan.
2. Transportasi

Transfortasi adalah segala bentuk transfortasi yang menggunakan jalan
untuk mengangkut penumpang atau barang
Selain sumber daya manusia transfortasi juga mempunyai peran penting
dalam penanganan kasus dilapangan., karena ketka kendaraan yang dmiliki
dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru masih minim untuk
penanganan kasus dilapangan, maka penanganan kasus dilapangan juga

bsa terhambat, oleh karena itu diperlukan fasilitas transfortasi yang cukup

68
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dalam penanganan kasus dilapangan. Agar dalam penanganan kasus bisa

berjalan dengan baik.

Dinas sosial kota pekanbaru dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi
sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan walikota pekanbaru yakni
berdasarkan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2016 Dinas sosial dan pemakaman
kota pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya.

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap tindak
kekerasan pada anak yaitu yang pertama melakukan penanganan terhadap
kekerasan fisik terhadap anak, yang kedua melakukan penanganan terhadap
kekerasan psikologis terhadap anak,

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan kasus tindak
kekerasan pada anak yang pertama kurangnya sdm, dan yang kedua kurangnya

fasilitas dalam mengedukasi kerumah korban tindak kekerasan pada anak.

6.2  Saran
Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program pelayanan dan
rehabilitas dalam kesejahteraan sosial dalam menanggulangi kekerasan terhadap
anak Di dinas sosial kota pekanbaru, yaitu:
1. Diharapkan agar pihak penanganan dinas sosial kota pekanbaru lebih baik
dan giat lagi dalam memberikan pengertian untuk keluarga yang melakukan
tindak kekerasan, agar tidak melakukan tindak kekerasan secara terus-

menerus pada korban tindak kekerasan anak.
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Meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan fasilitas penanganan
dinas sosial lebih mudah dalam penjangkauan evakuasi langsung kerumah
keluarga korban tindak kekerasan untuk menangani kasus

Tingkat keramahan pegawai agar masyarakat nyaman dan mempermudah
masyarakat untuk bertanya hal yang tidak mereka ketahui. Ini merupakan
peningkatan komunikasi antar pegawai dan masyarat.

Anak korban tindak kekerasan hendaknya terus mengeksplor diri, dan
membuka diri pada orang lain dan masyarakat sehingga memungkinkan
terjadinya komunikasi yang baik untuk bertukar fikiran dan mengemukakan

pendapat agar tidak merasa rendah Diri.
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PEDOMAN WAWANCARA
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PROGRAM
PELAYANAN DAN REHABILTAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK

Daftar pertanyaan wawancara peneliti dengan pegawai Dinas sosial dan

pemakaman kota pekanbaru

1.

Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial dan Pemakaman
Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak dikota
Pekanbaru?

Apa saja program-program dinas sosial kota pekanbaru?

Bagaimana bentuk pembinaan yg diberikan untuk anak yg direhabilitasi?
Apakah ada Kendala Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kasus Tindak
Kekerasan Pada Anak ?

Apa bentuk Keterampilan yg diberikan Selama proses Rehabilitasi?

Apakah ada Perlindungan Hukum untuk Anak korban Tindak Kekerasan?



PERTANYAAN KASI REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.

6.

Bagaimana Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan
terhadap Anak dikota Pekanbaru?

Apasaja program-program dinas social Kota Pekanbaru?

Bagaimana bentuk Pembinaan yg Diberikan untuk Anak yg direhabilitasi?
Apakah ada kendala dinas sosial dalam Menanggulangi Kasus?

Apa bentuk keterampilan yg diberikan selama proses Rehabilitasi?

Bagaimana cara menangani anak yg mengalami trauma berat?

PERTANYAAN  WAWANCARA UNTUK  KORBAN  TINDAK

KEKERASAN

1.

2.

7.

Siapa nama kakak?

Berapa umur kakak?

Dimana tinggal?

Dari mana asal?

Berapa lama sudah tinggal di pekanbaru?
Apa pekerjaan kakak?

Apa yg kakak rasakan setelah mengalami tidak kekerasan?

PERTANYAAN  WAWANCARA UNTUK  KORBAN  TINDAK

KEKERASAN

1. - Siapa nama bapak?

2. Berapa umur bapak?

3.~ Dimana tempat tinggal bapak?



Dari mana asal bapak?
Berapa lama sudah tinggal dipekanbaru?
Apa pekerjaan bapak?

Apa alasan bapak melakukan tindak kekerasan?
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Lampiran -

Hal . Pra Riset
Kepada

Yth. Kepala Kantor

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama . Lisa Noviana

NIM. » 11870520253
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

- bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:

"Pembangunan Infrastuktur Terhadap Pertumbuhan Ekonoemi (Studi Kasus
di Desa Pengkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indrgagiri Hilir)” Untuk itu
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 071/BKBP-SKP/485/2022

a. ‘Dasar - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Palayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan
Surat Keterangan Penelitian.

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang :  Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45273 tanggal
17 Februari 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan
pengumpulan data untuk bahan Skripsi.
MEMBERITAHUKAN BAHWA :
1. "Nama ;" LISA NOVIANA
2. 'NIM : 11870520253
3.  Fakultas . EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. — Jurusan :  ADMINISTRASI NEGARA
5. “Jenjang . 81
6. — Alamat :  DUSUN MANDIRI DESA PUNGKAT KEC. GAUNG-INDRAGIRI HILIR
7. —Judul Peneiitian . IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK
KEKERASAN PADA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19
8. —Lokasi Penelitian :  DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat
Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy
Kartu Tanda Pengenal.

4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

‘Pekanbaru,_17 Februari 2022

Tembusan
Yth: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.
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Nama . Lisa Noviana
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bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
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Covid-19” Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan
Surat Keterangan Penelitian.

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang . Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45273 tanggal
17 Februari 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan
pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. “Nama : LISA NOVIANA

2. ©“NIM : 11870520253

3. “Fakultas :  EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

4. “Jurusan . ADMINISTRASI NEGARA

5. ~Jenjang 81
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8. “Lokasi Penelitian . DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat
Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkar fhoto copy
Kartu Tanda Pengenal.
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Tembusan
Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.
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Jalan Datuk Scetia Maharaja Noo o Pekanbara, Telp (07al) 22002
Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET
Nomor : 071/Dinsos-Rehsos.1/ H\3 /2022

Kepala Dinas Sosia! Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa

Nama - LISA NOVIANA

NHM/K TP 111870520253

Jurusan - Administrasi Negara

Jenjang . Sarjana (S1)

Alamat : Dusun Mandiri Desa Pungkat Kec. Gaung-Indragiri Hilir
Pekanbaru

Lokasi Penelitian  : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam
rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul
“lImplementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dalam
Menanggulangi Tindak Kekerasan pada Anak di masa Pandemi Covid-18"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaima

mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

a.n. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
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